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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.2 Kesimpulan 

1. Dalam kasus pembayaran tak terutang, langkah awal yang dapat diambil untuk meminta 

pengembalian pembayaran yang tidak seharusnya diterima adalah dengan mengirimkan 

somasi atau surat peringatan kepada pihak penerima. Jika penerima bersedia 

mengembalikan pembayaran dengan itikad baik, maka tidak perlu tindakan lebih lanjut. 

Apabila pihak penerimatidak mau mengembalikan pembayaran setelah mendapat somasi, 

langkah selanjutnya adalah melakukan gugatan pengembalian melalui pengadilan. Salah 

satu upaya hukum yang dapat digunakan adalah menggugat berdasarkan PMH sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1365 KUHP. Namun, dalam spesifik kasus pembayaran tak 

terutang akibat adanya kesalahan transfer, menurut hemat penulis cara yang tepat 

dilakukan adalah dengan mendasarkan dapat melibatkan UU Transfer Dana Pasal 45 ayat 

(1), yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penetapan melalui pengadilan atas 

adanya kesalahan transfer. Dari adanya penetapan tersebut, pihak pengirimdapat 

memberikan konfirmasi kepada pihak bank agar dilakukan pengembalian dana, dalam hal 

ini bank akan meminta izin dari pihak penerimauntuk melakukan pendebetan. 

2. Unjust Enrichment dan pembayaran tak terutang memiliki kesamaan dalam tujuan 

mencegah seseorang untuk mempertahankan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh 

secara tidak adil. Keduanya menekankan restitusi atau pengembalian keuntungan yang 

diperoleh seseorang tanpa dasar yang sah. Unjust Enrichment mendasarkan diri pada 

prinsip hukum restitusi dan menilai faktor-faktor tidak adil sebagai dasar penambahan 

kekayaan yang harus dikembalikan. Meskipun memiliki tujuan serupa, namun Unjust 

Enrichment dengan pembayaran tak terutang tidak serta merta dapat dipersamakan. 

Pembayaran tak terutang di Indonesia lahir dari perikatan karena undang-undang, 

sedangkan Unjust Enrichment di Amerika Serikat dapat timbul dari kontrak atau PMH 

yang dapat menyebabkan  keuntungan di satu pihak dan merugikan pihak lain yang pada 

akhirnya menimbulkan ketidak adilan. Dalam konteks kesalahan, Unjust Enrichment di 

Amerika Serikat dapat mencakup situasi di mana terdapat kesalahan dalam penilaian atau 
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pemahaman fakta, yang mirip dengan pembayaran tak terutang akibat kekhilafan. 

Meskipun kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam gugatan pengembalian keuntungan 

yang tidak sah, perbedaan konsep lahirnya Unjust Enrichment tidak dapat secara langsung 

dipersamakan dengan pembayaran tak terutang. Unjust Enrichment lebih luas dalam 

cakupannya dan dapat melibatkan lebih banyak faktor yang dianggap tidak adil. Selain itu, 

perbandingan antara pembayaran tak terutang dan Unjust Enrichment tidak hanya sebatas 

pada mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Lebih dari itu, perbandingan 

ini bertujuan untuk menjadi landasan acuan untuk mengakomodir permasalahan yang 

masih belum diatur secara tegas dalam KUHP di Indonesia. Kejelasan regulasi ini 

memberikan ruang bagi pertimbangan mendalam terkait penerapan prinsip keadilan, 

terutama yang ditekankan dalam Unjust Enrichment yakni adanya suatu kentungan atau 

manfaat yang diterima secara tidak adil, oleh karena itu pihak penerima harus 

mengembalikan manfaat atau keuntungan yang diterimanya. Melihat penerapannya di 

Amerika Serikat, di mana prinsip keadilan menjadi pilar utama dalam penerapan Unjust 

Enrichment, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengakomodir berbagai 

permasalahan hukum di luar kerangka PMH dan wanprestasi. Hal ini didasarkan bahwa 

hadirnya Unjust Enrichment mengakomodir permasalahan yang tidak didasarkan pada 

adanya suatu kontrak dan dalam permasalahan tersebut tidak terdapat kesalahan yang 

dilakukan oleh pihak tergugat, namun penekannya adalah pada penerimaan keuntungan 

atau manfaat yang tidak semestinya. Oleh karena itu, adanya perbandingan ini dapat 

menjadi acuan dalam mengakomodir permasalahan yang belum diatur secara jelas salah 

satunya pada tahap pra kontrak di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih dalam 

terhadap prinsip keadilan Unjust Enrichment, Indonesia dapat menjadi acuan untuk 

mengakomodir kasus-kasus yang ada dan menciptakan landasan hukum yang lebih jelas 

dan adil bagi pihak yang terlibat. 

 

5. 3 Saran 

1. Menurut penulis, untuk meminta pembayaran tak terutang dalam spesifik kasus salah 

transfer, permintaan pengembalian pembayaran tak terutang yang pertama ditempuh 

adalah menginformasikan kepada pihak bank terkait adanya kesalahan transfer, kemudian 
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meminta penetapan ke pengadilan untuk melakukan upaya pengembalian pembayaran tak 

terutang perlu ditempuh untuk membatalkan transfer.  

2. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai pembayaran tak terutang sebagai upaya 

hukum tersendiri  diluar dari gugatan PMH. Hal ini diperlukan untuk mengakomodir kasus-

kasus pembayaran tak terutang dimana di mana dalam kasus pembayaran tak terutang tidak 

selalu terpenuhi unsur kesalahan di dalam PMH. Oleh karena itu, perlunya upaya hukum 

tersendiri diluar PMH, untuk menyelesaikan kasus pembayaran tak terutang.  
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